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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul
“Perlindungan TKI Perempuan Sektor Informal” ini dapat diterbitkan.
Buku ini ditulis oleh Sali Susiana, Peneliti dengan Kepakaran Studi
Kemasyarakatan-Studi Khusus Gender Bidang Kesejahteraan Sosial,
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan.

Secara sistematis dan kritis penulis menyatakan bahwa
pelindungan terhadap TKI perempuan sektor informal adalah
masalah yang kompleks, terutama yang ditempatkan di Arab Saudi
dan Malaysia, sehingga penanganannya juga membutuhkan kehati-
hatian seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu
penanganan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut juga tidak
dapat dilakukan secara parsial.

Berdasarkan analisisnya, penulis memberikan beberapa
kesimpulan di antaranya bahwa masalah yang berkaitan dengan
penempatan TKI sektor informal tidak cukup diselesaikan dengan
cara melakukan moratorium atau penghentian sementara, termasuk
untuk TKI perempuan. Demikian pula rencana pelarangan warga
negara untuk bekerja di luar negeri, termasuk warga negara
perempuan yang dikemas dalam “Road Map Pemulangan dan
Pemberdayaan TKI Bermasalah” yang telah disusun oleh
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, tidak akan menyelesaikan akar masalah ini.

Sementara terkait kesimpulan dan rekomendasi kepada DPR
RI, penulis menyampaikan bahwa lembaga ini memiliki peran
penting dan strategis dalam memberikan pelindungan kepada TKI,
tidak terkecuali TKI perempuan sektor informal, melalui fungsi yang
dimiliki, terutama fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Dalam
fungsi legislasi, DPR perlu segera menyelesaikan pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. RUU perubahan
ini hendaknya mengutamakan perbaikan sistem penempatan dan

Vii
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perlindungan di dalam negeri karena sebagian besar permasalahan
TKI bersumber dari dalam negeri.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Sali
Susiana yang dengan tekun telah menyelesaikan buku ini
berdasarkan pengamatan, pengalaman pendampingan pada Tim
Pengawas DPR RI untuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang
sangat aktif melakukan kunjungan ke kantong-kantong TKI,
penelitian, serta analisis mendalam sehingga buku ini hadir di
tengah-tengah pembaca semua.

Apabila penerbitan buku ini masih mengandung kekurangan,
baik dari sisi substansi maupun teknis, kami mohon maaf atas
berbagai kekurangan tersebut, dan untuk penyempurnaan berbagai
kekurangan itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari
pembaca yang budiman. Akhirnya, kami berharap semoga penerbitan
buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat
bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, Oktober 2016
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

viii
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PENGANTAR PENYUNTING

Setiap manusia selalu membutuhkan aktualisasi diri untuk
hidup yang pada gilirannya akan mengakibatkan kebutuhan akan
biaya untuk dapat bertahan hidup. Biaya hidup seseorang terpenuhi
melalui kerja yang ia lakukan. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri
atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat
dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut
sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut
sebagai buruh atau pekerja.

Akan tetapi, jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia
tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah
tenaga kerja jauh lebih banyak dari pada jumlah lapangan pekerjaan
yang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga kerja yang
tersedia adalah yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan
sama sekali. Mereka kebanyakan adalah unskill labour, sehingga posisi
tawar mereka menjadi rendah.

Berdasarkan data BPS tahun 2016, tingkat partisipasi angkatan
kerja Indonesia, walaupun mengalami peningkatan tidak pernah lebih
dari 70 persen.! Bahkan untuk tahun 2015, persentasenya menurun
menjadi 65,8 persen dari angka sebelumnya 66,6 persen (2014).
Sedangkan secara total, angka pengangguran terbuka untuk mereka
yang pernah bekerja dan tidak pernah bekerja adalah 7.560.822.2
Tingginya angka pengangguran dan sulitnya memulai usaha sendiri
karena keterbatasan modal, keterampilan, dan akses pasar mendorong
banyak angkatan kerja Indonesia untuk mencari alternatiflain. Bekerja
di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah
satu plihan praktis atas masalah ekonomi akan kebutuhan memenubhi
biaya hidup.

Bukan berarti ketika bekerja permasalahan ekonomi
menjadi selesai. Masih ada persoalan lain yang lebih mengancam

1 BPS, Statistik Indonesia 2016, Jakarta: BPS, him. 1.
2 Ibid., hlm. 90.
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dan mengganggu aktivitas pekerjaan. Sesuai dengan perkembangan
peradaban, penghalang dan gangguan ini menjadi lebih kompleks,
meskipun perlindungan bagi tenaga kerja dijamin oleh undang-
undang. Dalam kurun waktu yang lama, terdapat banyak kasus
penyiksaan, upah tidak dibayar bahkan perlakuan tidak manusiawi
yang menimpa para TKI, terlebih Tenaga Kerja Perempuan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang menimpa TKI
di luar negeri yang walaupun angkanya -jika mengacu pada data yang
ada di buku ini- mengalami penurunan dari tahun ke tahun tetapi
tetap ratusan ribu jumlahnya. Ratusan ribu TKI ini tersebar di banyak
negara, dan jika ditambah dengan TKI ilegal, jumlahnya tentu menjadi
lebih besar lagi. Dari total keseluruhan, mayoritas TKI bekerja di
sektor informal, berpendidikan rendah, bahkan ada yang buta huruf.
Penempatan TKI di sektor informal masih mendominasi dan paling
banyak menjadi pembantu rumah tangga.

Permasalahan TKI memang selalu menarik untuk dibahas,
karena kompleksitas masalah yang ada di dalamnya. Meminjam istilah
kata kunci yang ada dalam buku ini, begitu kita menekan tombol
untuk kata ini, maka sederetan cerita mengenai kelompok masyarakat
yang sering diberi julukan sebagai pahlawan devisa ini pun muncul.
Sebagian berupa cerita mengenai kesuksesan dan keberhasilan, tetapi
sebagian besar lainnya berupa cerita sedih mengenai masalah yang
menimpa mereka yang berusaha untuk mencari penghidupan yang
lebih baik di luar negeri.

Puluhan ribu TKI harus menghadapi masalah seperti PHK
sepihak, sakit akibat kerja, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan
seksual, dokumen tidak lengkap, sakit bawaan, majikan bermasalah,
pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, majikan meninggal,
TKI hamil, komunikasi tidak lancar, tidak mampu bekerja, pulang
membawa anak karena perkosaan dan hubungan tidak sah, dan lain-
lain. Tidak sedikit yang menghadapi kekerasan, penyiksaan bahkan
hingga meninggal. Sebagian lagi dihukum mati. Saat ini ratusan orang
TKI sedang terancam hukuman mati. Secara lebih lengkap, kasus-kasus
memilukan ini dapat dibaca dalam buku yang ditulis oleh Peneliti
yang memang selalu mengawal jalannya pengaturan TKI di lembaga
legislatif Indonesia.

X
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Pemahaman penulis di bidang ketenagakerjaan khususnya
TKI membawa pembaca pada beberapa pengelompokan tulisan
mulai dari data, fakta, remitansi, kebijakan, dan model pelindungan
yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Diawali dengan
kisah pilu yang tidak hanya menimpa TKI yang sudah bekerja di
luar negeri, tetapi saat mereka masih di atau sudah kembali ke
Indonesia. Hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang hak asasi pekerja migran
dan mekanisme penanganan korban pelanggaran HAM menemukan
adanya permasalahan di setiap tahap migrasi yang dilakukan oleh TKI
mulai dari pra-pemberangkatan hingga pemulangan dan integrasi ke
masyarakat. Buku ini menampilkan tabel komprehensif agar pembaca
lebih memahami berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak yang
sebenarnya dilindungi undang-undang dan juga konstitusi.

Untuk melihat dinamika penempatan TKI, berdasarkan
dasawarsa, penulis memaparkan kebijakan penempatan di tahun
1970an, 1980an, dan pasca-reformasi. Data jumlah TKI dapat dilihat
dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan per lima tahunan.
Secara umum tergambarkan kebijakan penempatan TKI dari masa
ke masa yang cenderung terus berubah. Dalam kebijakan tersebut,
perempuan sebagai bagian dari TKI secara keseluruhan yang pada
awalnya belum berperan secara perlahan kemudian mewarnai bahkan
selanjutnya mengambil peran yang semakin besar, melebihi peran TKI
laki-laki. Seiring dengan itu, campur tangan negara dalam masalah ini
juga semakin intens.

Berbicara mengenai pelindungan terhadap TKI perempuan
tentu harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang
terkait. Oleh karena itu pada satu bagian dalam buku ini dikhususkan
untuk membahas dasar hukum penyelenggaraan pelindungan TKI,
yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN)
dan berbagai peraturan pelaksananya. Untuk lebih memberikan
pemahaman, buku ini menampilkan matriks bentuk pelindungan
terhadap TKI berdasarkan tahapan dan penanggung jawab.

Dikarenakan Kketerlibatan aktif penulis dalam berbagai

Xi
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pengkajian mengenai TKI, maka dalam buku ini disediakan bagian
khusus yang menguraikan kondisi TKI perempuan sektor informal di
dua negara yang menjadi fokus pembahasan, yaitu Malaysia dan Arab
Saudi. Pembaca dibawa untuk memahami beberapa persoalan khas
yang dihadapi TKI di dua negara tersebut, termasuk persoalan yang
khusus dialami oleh TKI perempuan. Bab selanjutnya didedikasikan
untuk analisis penulis dari sudut pandang feminisme terhadap
permasalahan TKI perempuan sektor informal. Analisis dilakukan
dengan menggunakan beberapa konsep, antara lain migrasi, feminisasi
kemiskinan, dan opresi.

Akhirnya pada bagian penutup buku ini disampaikan bahwa
pelindungan terhadap TKI perempuan sektor informal adalah
masalah yang kompleks, terutama yang ditempatkan di Malaysia dan
Arab Saudi, sehingga penanganannya juga membutuhkan kehati-
hatian seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu
penanganan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut juga tidak
dapat dilakukan secara parsial.

Selamat Membaca!!!

Penyunting
Yulia Indahri

xii
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